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MK Putuskan Sisa Kuota Internet
Tidak Boleh Hangus & Harus Hahis

Parnalintaltbarud el aduptiC sashadup
perkembangan tekn

Judul :

Mahkamah Konstitusi (MK) memu-

habis digunakan pada akhir masa berlaku
tuskan bahwa sisa kuota internet yang ak

MK menyebut formula tarif dan skema
id

Konstitusi, hingga menyaksikan putusan
layanan telekomunikasi ibacaka

n.

belum oleh tidak ersebut menyasar Pasal  semata-mata didasarkan pada sudut saita Katiiuifan an kemampuan eko. Bahwa setiap rupian yang dibayarkan
boleh hangus dan harus tetap dapat 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja  pandan nom MK kehuak- har perlin-
digunakan hingga h: yang mengubah ketentuan Pasal 28 (nlekomunikasi MK mannga;kan aturan  an |am harus hnrlanda;kan pada pi dungan hukam yang nysta dan tidak bo-
Putusan MK Levaebul mengabulkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ada harus da hukum ydng leh hilang begitu saja tanpa dasar yang
sebagian permohonan pengemudi ojek  tentang Telekomunikasi. Pasal tersebut Yang wajar bagi pengguna jasa telako: bl atas Kepemilian pengguna jata adil,” ujar Niti, Jumat (24/7/2026).
online (ojol) Didi Supandi mengatur i tarif munikasi. telekomunikasi. Walkil Ketua Komisi | DPR Dave Lak-
kuliner daring Wahyu Triana Sari, dan penyelenggaraan telekomunikasi oleh Bentuk perlindungan tersebut, Dalam hal ' i putusan MK tersebut.
dosen sekaligus advokat Rega Felix ter-  operator. menurut MK, tidak harus selalu berupa tarif", menurut MK, Pemerintah Pusat isi | DPR, lanjut Dave, putusan
dan harus langkah positif untuk

Hakim MK Adies Kadir dalam sidang
pengucapan Putusan Nomor 273/PUL-
XX111/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat,
Kamis (23/7/2026), mengatakan bahwa
secara riil kuota yang belum sepenuhnya Inya, melalui paket dengan fitur

mati harus tetap akumulasi kuota (roflover), paket tanpa
rollover (non-rollover), maupun inovasi
layanan lainnya yang memungkinkan
jasa ‘memilih
layanan sesuai kebutuhan, kemampuan,
dan pola penggunaan secara proporsional
tanpa merugikan pengguna.
Hakim MK Adies Kadir mengatakan,

satu model layanan yang seragam.
Perlindungan dapat diberikan melalui
penyediaan berbagai pilihan paket yang
fleksibel.

kait kuota internet hangus.
K menagaskan kuota internet yang
sudah dibeli harus tetap dapat diguna-
kan konsumen, hingga habis tanpa dike-
nai biaya tambahan apa pun. Putusan
MK ini pun mendapat berbagai respans.
Sebelumnya, para pemohon yang
diwakili kuasa hukum Viktor Santoso
Tandiasa mengajukan uji materi pasal “Untuk dapat hingga
tentang telekomunikasi dalam Undang-  kuota itu habis tanpa dibebani biaya/
Undang Cipta Kerja ke MK. Para pemo-  tarif tambahan dengan dalih per-
hon merasa dirugikan oleh kebijakan panjangan masa aktif atau dengan
kuota internet yang hangus meski belum  alasan apa pun,” ujar Adies.

n
memperkuat per n hak kon-
sumen sekaligus mendorong peningkat-
an kualitas layanan telekomunikasi.
"Dalam penerapannya, perlindungan
hak konsumen perlu berjalan seiring
dengan keberlanjutan industri teleko-
munikasi, kap Dave kepada Rakyat
Merdeka, Jumat (24/7/2026).

Ia pun bersyukur karena YLKl men- Untuk mengetahui pandangan Niti
bagian dari proses tersebut, mulai Emiliana dan Dave Laksono terkait putus-
ngawal perkara, memberikan an MK tentang kuota internet hangus,

keterangan sabhgal Sakel o Mahkamah  berkut petikan wawancaranya,

atkan kalangan yang concern terha-

etua Yayasan Lembaga Konsumen

4ndnnp;m (YLKI)
putusan MK tersebut menjadi tnnggak
penting dalam penguatan perlindungan
Kkonsumen di era digital.

dilindungi sebagai hak milik pengguna
jasa telekomunikasi.

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi | DPR
Ini ‘kangkah Positif
Lindungi Konsumen

Satu Rﬁpiah Saja
Tidak Boleh Hilang

(44

Putusan ini
memberikan mandat
agar penyelenggara
telekomunikasi
menyediakan
mekanisme yang lebih
adil, transparan, serta
memberikan pilihan
kepada konsumen atas
sisa kuota yang masih
menjadi haknya.

(44

Kami berharap
putusan ini menjadi
momentum untuk
membangun ekosistem
telekomunikasi yang
lebih sehat, transparan
dan berdaya saing.
Sehingga perlindungan
konsumen, kepastian
berusaha berjalan
lancar.

Apa tanggapan Anda terhadap
putusan MK yang mengamanatkan
agar penyelénggara layanan tele-
Kkomunikasi menyediakan pilihan
layanan sehingea sisa kuota internet
yang telah diheli pelanggan fetap

eation muudm tonggal
penting datam penguatan perlindarg.

schagai bent
rumah bagi konsumen untuk meng-
oreksi kebijakan publik maupun
praktik usaha yang tidak berpihak
pada hak-hak konsimen Kini, MK

a hak

putusan MK ini?

Putusan ini memberikan mandat agar
penyclenggara telekomunikas
diakan mckanisme yang lebih a
transparan, serta memberikan pilihan
kepara konsimen atas sisa kuola yang,
asih el kit s, D oscupalian
Langkali besar menuju pedi

. memberikan ket rangan
sebagai saksi di Mahkamah Ko
W5t hingss skhiya menyak
putusan dibacakan

Apa saran Anda kepada Peme-
rintah maupun penyelenggara

konsumen yang lebih cheadian

Selain itu?
Bagi kami, putusan MK ini juga
bahwa for-

layanan
Semoga putusan ini mv[u.n(l! awal
fefarmasl, gerlifdungan kopsuinc

igital. Sctiap
i m.uk.m el bt

mulasi tarif !mnh Hthbdlkd]l'LlDlldg-l
perlindungan konsumen.

ting nntuk memastikan terciptanya
ga yang, bagi k s

tidak boleh dikesampingkan hanya
Karena Kepentingan bisnis atau klau-
sul baku yang merugikan.

Bagi YLKI, putusan ini juga me-
niliks makna yang sangat personal
secara kelembagaan. Y LK bersyukur
dapat menjadi bagian dari proses ber.

Bagi YLKI, apa keisti

sej mulai dari

kan hukum yang nyata.

Apa tanggapan Anda terhadap
putusan MK yang

tentuan pelaksana yang jelas, schingga
kepastian hukum bo

agar penyelenggara layanan tele-
komunikasi menyediakan pilihan
kuota internet

ruh pihak. Dengan demikian, pen
ifnsan Ml Koot ciper
berla Tagan n-

yang telah diheli pelanggan tetap
imanfaatkan?

Tni merupakan langkalt positif untuk
memperkuat pl’] lindungan hak kon-

yang terpenting adalal
tetap memperolch mant .
yang tclah dibcli. scdangkan benuk
‘pengaturannya dapat d
ot seluruh permangku kepentingan

e

chungi keper .&m pmvg’gnvm layanan
aligus menjadi pedoman yang Jelas
Lagi ek

yang paling adil
Komisi I DPR .nkun Lerus mencer-

pening-
Hayanan tolokomanikas:

A h Kementerian Komunikasi
dan Digital (Komdigi) harus segera

Jadi, putusan ini
keadilan hagi konsumen?

enteri
an resmi agar putusan

sehagai o
MK

tor menaikkan harga dasar pake[
da caputusan MK ini?

Kami berharap penerapan putusan
in1 tidak menimbulkan beban baru
bagi masyarakat.

mati per
putusan ini

Pascaputusan MK ini, apakah ada
rencana Komisi 1 DPR meman;
Komdigi dan operator seluler untuk
‘memhahas hal ini?

bila dipe:

Ya. Sctiap rupiah yang
Konsumen tidak boleh hilang begitu
saja tanpa dasar yang adil. Hak kon-
sumen merupakan hak konstitusional
yang wajib dihormati oleh negara
maupun pelaku usaha. m NN

¥
mengikat bagi scluruh operator?
Pemeriniah melalui Kementerian Ko-
munikasi dan Digital (Komdigi) bersama
regulator perlu segera menindaklanjuti
putusan tersebut dengan menyusun ke

ncegahnya?
Pemerintah dan rcgulalm perlu fnen-
jaga antara pe

X
sama Pemerintah, regulator, dan penye-
lenggara layanan u»h-m.nu ikast dapat
dilakukan untuk kebijakan

ga
art honsurnen dan kepastian berusaha,
Adapun mengenai mekanisme ks

ija
yang diambil benar-benar memberikan
manfaat bagi masyarakat, m NNM
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